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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :AMIN HUDAYA
Jabatan . Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALLAN TANDIONO
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN TARGET
Terlaksananya Perumusan Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi

1 | Regulasi dan Kebijakan dalam (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) % 20,00
Penyelenggaraan Perkeretaapian | Bidang Perkeretaapian
Tersedianya SDM Regulator

2 | Perkeretaapian yang Kompeten Indeks Profesional ASN Nilai 89,00
dan Profesional
Tersedianya Pengelolaan Data

3 dan Teknologi Informasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Nilai 3.00
Regulator Perkeretaapian yang Elektronik Ditjen Perkeretaapian '
Andal
Terwujudnya Dukungan Publik

4 | terhadap Penyelenggaraan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai 90,00
Perkeretaapian
;ewvujycl!nga SislemEf - Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian Nilai 83,65

emerinlahan yang Efektif, : - = =
5 | Transparan dan Akuntabel Tingkat Pent_arapan Manajemen Risiko Setditjen Uil 15,00
: Perkeretaapian

dengan Pengendalian yang - X -
Memadai Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor % 81,00
Meningkatnya Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian Nilai 85,00

6 | Pengelolaan Sumber Daya Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan o 100.00
Anggaran dan Aset Pemerintah Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian : :
Meningkatnya Kualitas Tata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Nilai 8920

7 Kelola Pemerintahan Sekretariat Perkeretaapian ’
Direktorat Jenderal Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Nilai 389
Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian y

PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian

b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Disetujui,

"/

ALLAN TANDIONO

TOTAL

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

ANGGARAN EFEKTIF

108.316.946.000
1.166.980.000
102.523.403.000
2.824.293.000
1.151.620.000
650.650.000

108.316.946.000

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya maka
penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun
2025 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan
indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada rancangan
Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis
dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya (pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya)
pada Tahun 2025 termasuk penyesuaian lingkungan strategis organisasi lainnya.

Perjanjian  Kinerja  selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran pada
Rencana Strategis dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efekdif,
transparan dan akuntabel.

Jakarta, 23Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap
instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun
berdasarkan indikator kinerja (performance indicators) yang relevan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian
sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang
direncanakan pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan rancangan
Rencana Strategis Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya serta
beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya

manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam

hal terjadi kondisi sebagai berikut:

terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan
dan alokasi anggaran;

3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya pergantian pimpinan di

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perubahan lingkungan strategis
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diantaranya kebijakan efisiensi anggaran belanja yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja dari masing-masing

program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025.

Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan
pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, revisi target kinerja serta
perubahan alokasi anggaran dan rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja
selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing
program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dan dijadikan acuan

dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai
wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan
penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan
menetapkan perubahan/penyesuaian target kinerja terhadap sasaran dari
program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan sumber daya yang tersedia
pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai
dasar untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja yang telah
ditetapkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur
pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi
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kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1.

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
Direktorat Jenderal,

penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan
ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi
birokrasi Direktorat Jenderal;

penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;

penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal,

manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

R\ e

Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan

Jabatan fungsional atau Jabatan Pelaksana.
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- SEKRETARIAT DIREKTORAT
m JENDERAL PERKERETAAPIAN

“* Bagian Perencanaan - Bagian Sumber Daya - Bagian Hukum, Hubungan
“ dan Keuangan “ Manusia dan Organisasi n Masyarakat, dan Umum

M\ Jabatan Fungsional dan )

j Jabatan Pelaksana

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkeretaapian sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebanyak

152 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No ‘ Unit Kerja Jumlah Pegawai*
1 Bagian Perencanaan dan Keuangan 69
Bagian Sumber Daya Manusia dan
2 L 31
Organisasi
Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat
3 52
dan Umum
Jumlah 152

*)Termasuk tenaga kerja perbantuan dengan rincian:
e Bagian Perencanaan dan Keuangan perbantuan sebanyak 5 orang;
e Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum perbantuan
sebanyak 4 orang;
e Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi perbantuan sebanyak
3 orang.
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BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025-2029, visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
adalah Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya
mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tersebut, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian memiliki misi sebagai berikut:

1. mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian
yang maju; dan

2.  mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai representasi dari visi
Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hendak dicapai untuk 5 (lima) tahun ke

depan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sebagai berikut:

1. terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional (SN);

2. terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi
kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
terwujudnya kebijakan transportasi perkeretaapian yang berkualitas; dan
terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian serta mengacu pada rancangan Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 termasuk cascading
sasaran program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan
mampu berperan sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian,
pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun sasaran kegiatan unit kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan:

Revisi Perjanjian Kinerja Setditien Perkeretaapian Tahun 2025 5



2.2

terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan
perkeretaapian;

tersedianya SDM regulator perkeretaapian yang kompeten dan profesional,
tersedianya pengelolaan data dan teknologi informasi regulator
perkeretaapian yang andal;

terwujudnya dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
dengan pengendalian yang memadai;

meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya anggaran dan aset
Pemerintah; dan

meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1.

o &~ b

2.3

melakukan perbaikan tata laksana;

pemenuhan standar mutu dalam penyusunan kebijakan;
melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran; dan

melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi pada

rancangan Rencana Strategis, telah direviu dan diupdate konsep Indikator

Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Pekeretaapian sebagai tolok

ukur keberhasilan dengan memperhatikan penyesuaian organisasi dan hasil

evaluasi pada Triwulan | 2025 sebagaimana pada Tabel berikut:
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Tabel 2-1 Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 (Update)

Sasaran

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Keterangan

Terlaksananya
Perumusan Regulasi
dan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan
Perkeretaapian

Kegiatan Semula

Persentase Pencapaian

Target Regulasi/Legislasi
(Jumlah Rancangan dan
Peraturan Perundangan)
Bidang Perkeretaapian
(%)

Persentase Rekomendasi
Kebijakan Pembinaan dan
Peningkatan
Penyelenggaraan
Perkeretaapian yang telah
Ditindaklanjuti (%)

Tersedianya SDM
Regulator
Perkeretaapian yang
Kompeten dan
Profesional

Indeks Profesional ASN
(Nilai)

Kegiatan Menjadi

Persentase Pencapaian

Target Regulasi/Legislasi
(Jumlah Rancangan dan
Peraturan Perundangan)
Bidang Perkeretaapian
(%)

Indeks Profesional ASN
(Nilai)

Tetap

Pada Tahun 2025 dan
rancangan Renstra 2025-
2029, kegiatan dan
anggaran Setditjen
Perkeretaapian hanya
mencakup Program
Dukungan Manajemen
dimana tidak terdapat
Program Infrastruktur
Konektivitas. Untuk itu, tidak
terdapat kegiatan pendukung
untuk rekomendasi kebijakan
penyelenggaraan
perkeretaapian (studi
kelayakan, masterplan, dll).

Tetap

Tersedianya Teknologi
Informasi Regulator
Perkeretaapian yang
Andal

Tingkat Kematangan
Layanan Publik Berbasis
Elektronik Ditjen
Perkeretaapian (Nilai)

Tingkat Kematangan
Layanan Publik Berbasis
Elektronik Ditjen
Perkeretaapian (Nilai)

Terdapat perubahan tata
cara perhitungan mengacu
kebijakan model indikator
evaluasi kinerja pemerintah
digital (pergeseran fokus
evaluasi dari kapabilitas dan
kebijakan/hulu ke kinerja,
implementasi, dampak dan
kepuasan pengguna/hilir)

Terwujudnya
Dukungan Publik
terhadap
Penyelenggaraan
Perkeretaapian

Nilai Keterbukaan
Informasi Publik Ditjen
Perkeretaapian (Nilai)

Nilai Keterbukaan
Informasi Publik Ditjen
Perkeretaapian (Nilai)

Tetap

Terwujudnya Sistem
Pemerintahan yang
Efektif, Transparan
dan Akuntabel dengan
Pengendalian yang
Memadai

Nilai AKIP Setditjen Nilai AKIP Setditjen Tetap
Perkeretaapian (Nilai) Perkeretaapian (Nilai)

Tingkat Penerapan Tingkat Penerapan Tetap
Manajemen Risiko Manajemen Risiko

Setditjen Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian

(Nilai) (Nilai)

Persentase Tindak Lanjut | Persentase Tindak Lanjut | Tetap

Temuan Auditor (%)

Temuan Auditor (%)
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Sasaran

Indikator Kinerja
Kegiatan Semula

Indikator Kinerja
Kegiatan Menjadi

Keterangan

Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Sumber
Daya Anggaran dan
Aset Pemerintah

Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Tetap
Setditjen Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian

(Nilai) (Nilai)

Persentase Realisasi Persentase Realisasi Tetap

Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Setditjen Perkeretaapian
(%)

Indeks Pengelolaan Aset
Bidang Perkeretaapian
(Nilai)

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Pelayanan
Internal Direktorat
Jenderal
Perkeretaapian

Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Setditjen Perkeretaapian
(%)

Pengelolaan aset di
lingkungan Setditjen
Perkeretaapian mayoritas
outcome mendukung
perolehan PNBP Setditjen
Perkeretaapian, sehingga
kegiatan pendukung
digabungkan pada Indikator
Kinerja Persentase Realisasi
PNBP

Nilai Pengawasan Nilai Pengawasan Tetap
Kearsipan Internal Kearsipan Internal

Setditjen Perkeretaapian Setditjen Perkeretaapian

(Nilai) (Nilai)

Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Tetap

Pelayanan Perkantoran
Ditjen Perkeretaapian
(Nilai)

Pelayanan Perkantoran
Ditjen Perkeretaapian
(Nilai)

Tabel 2-2 Target Kinerja Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 (Update)

. - ‘ Target
Sasaran Indikator Kinerja SELIET
‘ 2025 2026 2027 2028 2029
Terlaksananya a | Persentase % 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 100,00
Perumusan Regulasi dan pencapaian target
Kebijakan dalam regulasi/legislasi
Penyelenggaraan (Jumlah rancangan
Perkeretaapian dan peraturan
perundangan) di
bidang perkeretaapian
Tersedianya SDM b | Indeks Profesional Nilai 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 93,00
Regulator Perkeretaapian ASN
yang Kompeten dan
Profesional
Tersedianya Pengelolaan | c¢ | Tingkat Kematangan Nilai 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Data dan Teknologi Layanan Publik
Informasi Regulator Berbasis Elektronik
Perkeretaapian yang Ditjen Perkeretaapian
Andal
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Sasaran Indikator Kinerja

Terwujudnya Dukungan d | Nilai Keterbukaan Nilai 90,00 | 90,00 90,00 | 90,00 90,00
Publik terhadap Informasi Publik Ditjen
Penyelenggaraan Perkeretaapian
Perkeretaapian
Terwujudnya Sistem e | Nilai AKIP Setditjen Nilai 83,65 | 84,00 | 84,50 | 85,00 86,00
Pemerintahan yang Perkeretaapian
Efektif, Transparan dan f | Tingkat Penerapan Nilai 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00
Akuntabel dengan Manajemen Risiko
Pengendalian yang Setditjen
Memadai Perkeretaapian
g | Persentase Tindak % 81,00 | 82,00 83,00 | 84,00 85,00
Lanjut Temuan Auditor
Meningkatnya Kinerja h | Nilai Kinerja Anggaran Nilai 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 90,00
Pengelolaan Sumber Setditjen
Daya Anggaran dan Aset Perkeretaapian
Pemerintah i | Persentase Realisasi % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)

Setditjen
Perkeretaapian
Meningkatnya Kualitas j | Nilai Pengawasan Nilai 89,20 | 90,00 91,00 | 92,00 93,00
Tata Kelola Pelayanan Kearsipan Internal
Internal Direktorat Setditjen
Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian
k | Tingkat Kepuasan Nilai 3,89 3,90 3,91 3,92 3,93
Pelayanan

Perkantoran Ditjen
Perkeretaapian

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
tersebut telah memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant,

Time-Bound (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:
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Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR ANALISIS SMART
KINERJA SPECIFIC (S) MEASURABLE (M) ACHIEVABLE (A) RELEVANT (R) \ TIME-BOUND (T)
Persentase Merupakan Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
pencapaian parameter untuk berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap
target mengukur tingkat regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai capaian tahun fungsi Setditjen per tahun s.d
regulasi/legislasi pemenuhan dokumen Rencana Strategis sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
(Jumlah kebutuhan legislasi Renstra dan mendukung sasaran
rancangan dan berupa rancangan Persentase Pencapaian Target  Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian mengacu pada strategis dan
peraturan dan peraturan Legislasi {Jumlah Rancangan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan kegiatan serta program dukungan
. . dan Peraturan Perundangan) di = X  100% . .
perundangan) di perundangan di Bidang Perkeretaapian Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretagpian alokasi anggaran manajemen
bidang bidang Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra yang tersedia
perkeretaapian perkeretaapian
(%) dalam periode
Rencana Strategis

2025-2029
Indeks Merupakan Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
Profesional ASN parameter untuk 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap

mengukur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 capaian tahun fungsi Setditjen per tahun s.d

Profesional ASN
yang meliputi tingkat
Pendidikan,
kompetensi (Diklat/
seminar/ workshop/
sejenisnya), kinerja
dan disiplin

Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN
dikelompokkan pada kategori:

e 91 -100: Kategori Sangat Tinggi

e 81 -90: Kategori Tinggi

e 71— 80: Kategori Sedang

e 61 -70: Kategori Rendah

e 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah

sebelumnya, target
Renstra dan
mengacu pada
kegiatan serta
alokasi anggaran
yang tersedia

Perkeretaapian
mendukung sasaran
strategis dan
program dukungan
manajemen

Tahun 2029
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INDIKATOR

ANALISIS SMART

KINERJA SPECIFIC (S) MEASURABLE (M) ACHIEVABLE (A) RELEVANT (R) \ TIME-BOUND (T)
Tingkat Merupakan Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
Kematangan parameter untuk Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 mengacu model indikator memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap
Layanan Publik mengukur tingkat evaluasi kinerja pemerintah digital dengan pergeseran fokus evaluasi | target Renstra dan fungsi Setditjen per tahun s.d
Berbasis ketersediaan dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak mengacu pada Perkeretaapian Tahun 2029
Elektronik Ditjen (availability) atau dan kepuasan pengguna/hilir (indeks pemerintah digital, khususnya kegiatan serta mendukung sasaran
Perkeretaapian reliabilitas dari pada indikator 33-35). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan | alokasi anggaran strategis dan

pengelolaan data survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: yang tersedia program dukungan
dan teknologi e Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah; manajemen
informasi e Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital;
e Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital.
Nilai Merupakan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
Keterbukaan parameter untuk pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap
Informasi Publik | mengukur seberapa | Informasi Pusat (KIP) capaian tahun fungsi Setditjen per tahun s.d
Ditjen transparan dan sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
Perkeretaapian akuntabel suatu Renstra dan mendukung sasaran
instansi dalam mengacu pada strategis dan
memberikan akses kegiatan serta program dukungan
informasi kepada alokasi anggaran manajemen
masyarakat yang tersedia
Nilai AKIP Merupakan Nilai Nilai AKIP Setditien Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh | Target ditetapkan | Selaras dengan IKP | Target ditetapkan
Setditjen AKIP Setditjen berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP memperhatikan Setjen Kemenhub secara bertahap

Perkeretaapian

Perkeretaapian
sesuai hasil penilaian
APIP/Tim Evaluasi
Internal (Nilai skala
1-100)

yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap
Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

capaian tahun
sebelumnya, target
Renstra dan
mengacu pada
kegiatan serta
alokasi anggaran
yang tersedia

serta selaras

dengan Tugas dan
Fungsi serta Core

Bussiness Setditjen
mendukung sasaran

strategis dan
program dukungan

manajemen

per tahun s.d
Tahun 2029
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INDIKATOR
KINERJA
Tingkat
Penerapan
Manajemen

SPECIFIC (S)
Merupakan
parameter untuk
mengukur tingkat

ANALISIS SMART
MEASURABLE (M)
Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan
kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itien Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam

ACHIEVABLE (A)
Target ditetapkan
memperhatikan
capaian tahun

RELEVANT (R)
Selaras dengan core
business / tugas dan

fungsi Setditjen

| TIME-BOUND (T)

Target ditetapkan

secara bertahap
per tahun s.d

Risiko Setditjen Penerapan Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan | sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
Perkeretaapian Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan Renstra dan mendukung sasaran
mengacu pada strategis dan
kegiatan serta program dukungan
alokasi anggaran manajemen
yang tersedia
Persentase Merupakan Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan

Tindak Lanjut
Temuan Auditor

parameter untuk
mengukur tingkat
kepatuhan atau
komitmen suatu
instansi dalam
memperbaiki
kelemahan atau
ketidaksesuaian
yang ditemukan
dalam audit internal

perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah
ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan
auditor internal

memperhatikan
capaian tahun
sebelumnya, target
Renstra dan
mengacu pada
kegiatan serta
alokasi anggaran
yang tersedia

business / tugas dan
fungsi Setditjen
Perkeretaapian
mendukung sasaran
strategis dan
program dukungan
manajemen

secara bertahap
per tahun s.d
Tahun 2029

Nilai Kinerja
Anggaran
Setditjen
Perkeretaapian

Merupakan Nilai
Kinerja Anggaran
(NKA) mengacu
pada PMK Nomor 62
Tahun 2023 dengan
rumusan tertentu dan
nilainya diperoleh
pada Dashboard
Monev Kemenkeu
Unit Kerja (skala 0-
100%)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100)
mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya
merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan
anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang
nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu.
Persentase NKA dikelompokkan pada kategori:

e Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik;

e 80 - 90 : Kategori Baik;

e 60 - 80 : Kategori Cukup;

e 50 -60 : Kategori Kurang;

e Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.

Target ditetapkan
memperhatikan
capaian tahun

sebelumnya, target
Renstra dan
mengacu pada
kegiatan serta
alokasi anggaran
yang tersedia

Selaras dengan core
business | Tugas
dan fungsi Setditjen
Perkeretaapian
mendukung sasaran
strategis dan
program dukungan
manajemen

Target ditetapkan
secara bertahap
per tahun s.d
Tahun 2029
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INDIKATOR

ANALISIS SMART

KINERJA SPECIFIC (S) \ MEASURABLE (M) ACHIEVABLE (A) RELEVANT (R) \ TIME-BOUND (T)
Persentase Realisasi Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
realisasi Penerimaan Negara | Setditien Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan memperhatikan business | Tugas secara bertahap
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) | PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada capaian tahun dan fungsi Setditjen per tahun s.d
Negara Bukan bidang tahun berjalan. sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
Pajak (PNBP) perkeretaapian pada Realisasi PNBP Renstra dan mendukung sasaran
Setditjen unit kerja Setditjen . Bidang Perkeretaapian mengacu pada strategis dan
Perkeretaapian Perkeretaapian Persentase Realisasi pada Tahun Berjalan kegiatan serta program dukungan

i PNBP Bidang = X 100% ) )
sesuai target Perkeretaapian Target Perolehan PNBP alokasi anggaran manajemen
tahunan Bidang Perkeretaapian yang tersedia
pada Tahun Berjalan
Nilai Merupakan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
Pengawasan parameter untuk Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap
Kearsipan mengukur tingkat Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan capaian tahun fungsi Setditjen per tahun s.d
Internal efektifitas sistem Kearsipan. sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
Setditjen pengelolaan arsip Renstra dan mendukung sasaran
Perkeretaapian dalam suatu mengacu pada strategis dan
organisasi kegiatan serta program dukungan
alokasi anggaran manajemen
yang tersedia
Tingkat Merupakan Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari | Target ditetapkan | Selaras dengan core | Target ditetapkan
Kepuasan parameter untuk hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperhatikan business / tugas dan | secara bertahap
Pelayanan mengukur tingkat memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di capaian tahun fungsi Setditjen per tahun s.d
Perkantoran kepuasan terhadap | lingkungan Ditjen Perkeretaapian. sebelumnya, target Perkeretaapian Tahun 2029
Ditjen pelayanan Renstra dan mendukung sasaran
Perkeretaapian administrasi mengacu pada strategis dan

kepegawaian,
ketatausahaan dan
kerumahtanggaan di
lingkungan Ditjen
Perkeretaapian

kegiatan serta
alokasi anggaran
yang tersedia

program dukungan
manajemen
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2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada Program
Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta
melaksanakan strategi dengan tolok ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci

uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;

2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi
Perkeretaapian;
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
Pengelolaan = Komunikasi dan Informasi  Publik  Transportasi
Perkeretaapian; dan

5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebagaimana dokumen rancangan Renstra Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Rp. 193.421.222.000 (alokasi anggaran Tahun 2025);
Tahun 2026: Rp. 193.262.466.000;

Tahun 2027: Rp. 203.269.714.000;

Tahun 2028: Rp. 213.402.869.000; dan

Tahun 2029: Rp. 224.271.979.000.

o &~ b
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BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada rancangan Rencana Strategis
periode Tahun 2025-2029 dan Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025. Adapun tata cara pengukuran indikator kinerja
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel
berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Indikator kinerja Satuan Tata cara perhitungan
Persentase pencapaian Jumlah capaian regulasi/legislasi periode
target regulasi/legislasi Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan
(Jumlah rancangan dan dengan dengan jumlah kebutuhan
peraturan perundangan) regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun
di bidang perkeretaapian 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis:

Persentase Pencapaian Target  Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian
Legislasi (Jumlah Rancangan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan
dan Peraturan Perundangan) di = X 100%
Bidang Perkeretaapian Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian
Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra
2 | Indeks Profesional ASN Nilai Tata cara perhitungan dengan skala 0-100

mengacu pada Peraturan MENPANRB 38
Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional

ASN.

3 | Tingkat Kematangan Nilai Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis
Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks
Elektronik Ditjen skala 1-5 mengacu model indikator evaluasi
Perkeretaapian kinerja pemerintah digital (indeks pemerintah

digital, khususnya pada indikator 33-35)

dengan penilaian bersumber dari pelaksanaan

survei kebutuhan dan kepuasan pengguna

layanan SPBE mencakup:

e Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan
Digital Pemerintah;

e Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan
Digital;

e Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital.
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No ‘ Indikator kinerja

4 | Nilai Keterbukaan
Informasi Publik Ditjen
Perkeretaapian

Satuan
Nilai

Tata cara perhitungan

Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan
skala 0-100 mengacu pada pedoman
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari
Komisi Informasi Pusat (KIP)

5 | Nilai AKIP Setditjen
Perkeretaapian

Nilai

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (skala 0-100)
diperoleh berdasarkan hasil evaluasi
implementasi penyelenggaraan SAKIP yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim
Evaluasi Internal Eselon I.

6 | Tingkat Penerapan
Manajemen Risiko
Setditjen Perkeretaapian

Nilai

Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen
Risiko dengan skala 0-30 kategori Level 1-5
mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen
Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal
Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

7 | Persentase Tindak Lanjut
Temuan Auditor (%)

%

Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor
diperoleh dari perbandingan jumlah temuan
auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti
(proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan
temuan auditor internal.

8 | Nilai Kinerja Anggaran
Setditjen Perkeretaapian

Nilai

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu
pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan
perhitungannya merupakan penjumlahan dari
50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas
perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh
persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan
anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada
Dashboard  Aplikasi Monev  Kemenkeu.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
berupa NKA dikelompokkan pada kategori:

e Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik;

e 80 - 90 : Kategori Baik;
60 - 80 : Kategori Cukup
50 - 60 : Kategori Kurang;
Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.

9 | Persentase Realisasi
Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Setditjen Perkeretaapian

%

Realisasi penerimaan PNBP bidang
perkeretaapian unit kerja Setditjen
Perkeretaapian dibandingkan dengan target
perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit
kerja Setditien Perkeretaapian pada tahun
berjalan.

10 | Nilai Pengawasan
Kearsipan Internal
Setditien Perkeretaapian

Nilai

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-
100) diperoleh Keputusan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun
2021 tentang Instrumen Pengawasan atas
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.

Revisi Perjanjian Kinerja Setditien Perkeretaapian Tahun 2025 16




Indikator kinerja Tata cara perhitungan

11 | Tingkat Kepuasan Nilai Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran
Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan
Ditjen Perkeretaapian kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang

memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan
umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada rancangan Rencana
Strategis, memperhatikan capaian periode sebelumnya dan perkembangan
kebijakan, organisasi, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada
Tahun 2025. Adapun revisi target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

Tabel 3-2 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Satuan

Target
Rancangan
Renstra
2025

Baseline
2024

Realisasi
TW | 2025

Target PK

2025
Semula

Target PK

2025
Revisi

Keterangan

Persentase
Pencapaian Target
Regulasi/Legislasi
(Jumlah Rancangan
dan Peraturan
Perundangan) Bidang
Perkeretaapian

%

20,00

(5 peraturan/
legislasi)

108,89

(kumulatif
2020-2024)

0,00

20,00

20,00

Beberapa rancangan peraturan/legislasi

bidang perkeretaapian yang berproses

sampai dengan Triwulan | 2025 diantaranya:

o Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penetapan Trase;

o Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Keselamatan Perlintasan
Sebidang Antara Jalur Kereta Api
Dengan Jalan;

o Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata
cara dan Standar Pengujian Lokomotif;

o Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu
Lintas Kereta Api;

o Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang
dengan KA.

Target tetap, serta terdapat penyesuaian

target triwulan pada rencana aksi sesuai

hasil monitoring Triwulan | 2025.

Indeks Profesional
ASN

Nilai

89,000

88,490

89,000

89,000

Berdasarkan monitoring Triwulan | 2025,
nilai sementara sebesar 64,36 serta masih
dalam tahap peningkatan nilai indeks
profesional ASN di lingkungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian diantaranya
dengan pemutakhiran data melalui aplikasi
SIASN BKN dan SIK Kemenhub.
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Target

. L Rancangan Baseline Realisasi VIR A Ta;gezt A
No Indikator Kinerja Satuan Renstra 2024 TW I 2025 2025 0 .5_ Keterangan
Semula Revisi
2025
Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track.

3 | Tingkat Kematangan Nilai 3,00 - - 3,00 3,00 Pelaksanaan penilaian mandiri terhadap
Layanan Publik tingkat kematangan SPBE di tingkat
Berbasis Elektronik Kementerian  Perhubungan  ditargetkan
Ditjen Perkeretaapian pemenuhannya pada Triwulan IV 2025.

Target tetap, terdapat perubahan tata cara
perhitungan mengacu kebijakan model
indikator evaluasi kinerja pemerintah digital
(indeks pemerintah digital)

4 | Nilai Keterbukaan Nilai 90,00 90,00 - 90,00 90,00 Penilaian mengacu pedoman pelaksanaan
Informasi Publik Ditjen monitoring dan evaluasi dari Komisi
Perkeretaapian Informasi Pusat (KIP), dimana penilaian

direncanakan terpenuhi Triwulan IV 2025.
Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track.

5 | Nilai AKIP Setditjen Nilai 83,65 83,35 - 83,65 83,65 Penilaian terlaksana pada Triwulan II-1ll oleh
Perkeretaapian Tim Internal Direktorat Jenderal

Perkeretaapian untuk penilaian mandiri dan
Tim Evaluasi Inspektorat  Jenderal
Kementerian Perhubungan.

Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track

6 | Tingkat Penerapan Nilai 15,000 - - 15,00 15,00 Penilaian mandiri telah dilaksanakan pada
Manajemen Risiko Triwulan | 2025, sedangkan penilaian oleh
Setditjen Inspektorat Jenderal Perkeretaapian masih
Perkeretaapian berproses.

Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track.
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No

Indikator Kinerja

Satuan

Target
Rancangan
Renstra
2025

Baseline
2024

Realisasi
TW | 2025

Target PK
2025
Semula

Target PK
2025
Revisi

Keterangan

7 | Persentase Tindak % 81,00 80,61 82,33 81,00 81,00 Realisasi/data sementara tindak lanjut atas
Lanjut Temuan Auditor temuan auditor pada Triwulan | 2025
sebesar 82,33% dari jumlah temuan
sebanyak 498 temuan.
Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track.

8 | Nilai Kinerja Anggaran Nilai 85,00 84,07 50,00 85,00 85,00 Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100)
Setditjen mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023
Perkeretaapian dengan penjumlahan dari 50% nilai kinerja

perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja
pelaksanaan anggaran.

Target tetap, serta terdapat penyesuaian
target triwulan pada rencana aksi sesuai
hasil monitoring Triwulan | 2025.

9 | Persentase Realisasi % 100,00 100,00 1,13 100,00 100,00 Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian
Pendapatan Negara periode Triwulan | 2025 sebesar 1,127% dari
Bukan Pajak (PNBP) target Tahun 2025 sebesar
Setditjen Rp17.500.000.000,-.

Perkeretaapian Target tetap, serta terdapat penyesuaian
target triwulan pada rencana aksi sesuai
hasil monitoring Triwulan | 2025.

10 | Nilai Pengawasan Nilai 89,20 89,16 - 89,20 89,20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala
Kearsipan Internal 0-100) mengacu Keputusan Kepala Arsip
Setditjen Nasional Nomor 92 Tahun 2021 dan
Perkeretaapian pelaksanaan penilaian ditargetkan

pemenuhannya pada Triwulan 1V 2025.
Pelaksanaan  penilaian oleh  Setjen
Kementerian Perhubungan cg. Biro Umum.
Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track.
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Target

Target PK

. L Rancangan Baseline Realisasi 202 Ta;gezt A
No Indikator Kinerja Satuan Renstra 2024 TW I 2025 025 0 .5_ Keterangan
Semula Revisi
2025
11 | Tingkat Kepuasan Nilai 3,89 3,71 3,87 3,89 3,89 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran
Pelayanan (update (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey
Perkantoran Ditjen baseline) kepuasan kepada pegawai Ditjen
Perkeretaapian Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan
kerumahtanggaan dan umum.
Target tetap, monitoring Triwulan | 2025
masih on the right track dan kedepan akan
fokus pada layanan perkantoran untuk unit
kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen
Perkeretaapian.
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3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-
022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi
Minggu | Juni 2025 secara total pagu tidak mengalami perubahan. Namun pada
pelaksanaannya, terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi
belanja (pemblokiran anggaran) yang diterapkan secara nasional. Dampaknya,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran serta
efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00, yang berdampak langsung

terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan
sejumlah kegiatan kontraktual sebagai bagian dari program dukungan
manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan
swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional
sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian yang
dapat dimanfaatkan (anggaran efektif) sebesar Rp108.316.946.000,00.

Tabel 3-3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2025

Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran
Kegiatan PK Awal PK Revisi Efektif PK Revisi

(Rp) (Rp) (Rp)

Pengelolaan Organisasi
1. | dan SDM Transportasi 10.213.903.000 10.213.903.000 1.166.980.000

Perkeretaapian

Pengelolaan
Perencanaan,
2. | Keuangan, BMN dan 159.006.060.000 159.006.060.000 102.523.403.000
Umum Transportasi
Perkeretaapian

3. | Pengelolaan Sistem

Informasi dan Teknologi

Transportasi 9.082.638.000 9.082.638.000 2 824.993.000
Perkeretaapian
Pengelolaan Komunikasi
4. | 9an Informasi Publik 12.952.563.000 12.952.563.000 1.151.620.000
Transportasi
Perkeretaapian
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No

Kegiatan

Legislasi dan Litigasi

Transportasi
Perkeretaapian

Jumlah

Alokasi Anggaran
PK Awal

(Rp)

2.166.058.000

193.421.222.000

Alokasi Anggaran
PK Revisi

(Rp)

2.166.058.000

193.421.222.000

Alokasi Anggaran
Efektif PK Revisi

(Rp)

650.650.000

108.316.946.000 ‘

Adapun pada periode Januari — Mei 2025 telah dilakukan sebanyak 5 (lima)

kali revisi anggaran dan revisi anggaran tersebut tidak mengubah pagu total

namun berpengaruh terhadap komposisi alokasi anggaran per-Indikator Kinerja

Kegiatan Setditjen Perkeretaapian sebagaimana rincian pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Rincian Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran

Indikator Kinerja

Pagu Awal
(Rp)

Pagu Revisi
(Rp)

Pagu Efektif
(Rp)

Persentase 20,00 10.053.473.000 10.053.473.000 2.671.433.000
Terlaksananya pencapaian target
Perumusan regulasi/legislasi
Regulasi dan (Jumlah rancangan
Kebijakan dalam dan peraturan
Penyelenggaraan perundangan) di
Perkeretaapian bidang

perkeretaapian
Tersedianya SDM Indeks Profesional 89,00 11.685.776.000 11.705.776.000 877.500.000
Regulator ASN
Perkeretaapian
yang Kompeten
dan Profesional
Tersedianya Tingkat Kematangan 3,00 9.082.638.000 9.082.638.000 2.824.293.000
Pengelolaan Data Layanan Publik
dan Teknologi Berbasis Elektronik
Informasi Ditjen
Regulator Perkeretaapian
Perkeretaapian
yang Andal
Terwujudnya Nilai Keterbukaan 90,00 12.952.563.000 12.952.563.000 1.151.620.000
Dukungan Publik Informasi Publik
terhadap Ditjen
Penyelenggaraan Perkeretaapian
Perkeretaapian
Terwujudnya Nilai AKIP Setditjen 83,65 13.221.160.000 13.221.160.000 1.780.018.000
Sistem Perkeretaapian
Pemerintahan Tingkat Penerapan 15,00 2.893.665.000 2.893.665.000 427.807.000
yang Efektif, Manajemen Risiko
Transparan dan Setditjen
Akuntabel dengan Perkeretaapian
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Pagu Awal
(Rp)

Pagu Revisi
(Rp)

Pagu Efektif
(Rp)

Pengendalian Persentase Tindak 81,00 365.992.000 365.992.000 159.954.000
yang Memadai Lanjut Temuan
Auditor
Nilai Kinerja 85,00 13.132.267.000 13.153.867.000 7.328.799.000
Meningkatnya Anggaran Setditjen
Kinerja Perkeretaapian
Pengelolaan Persentase Realisasi 100,00
Sumber Daya Pendapatan Negara
Anggaran dan Bukan Pajak (PNBP)
Aset Pemerintah Setditjen
Perkeretaapian
Meningkatnya Nilai Pengawasan 89,20 1.043.112.000 1.071.472.000 290.848.000
Kualitas Tata Kearsipan Internal
Kelola Pelayanan Setditjen
Internal Perkeretaapian
Direktorat Tingkat Kepuasan 3,89 118.990.576.000 | 118.920.616.000 90.804.674.000
Jenderal Pelayanan

Perkeretaapian

Perkantoran Ditjen
Perkeretaapian

193.421.222.000

193.421.222.000

108.316.946.000
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BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025 meliputi Program Dukungan Manajemen sebagai
pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur
konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal
Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut,
diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan
tujuan dan sasaran sesuai dengan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-
2029 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian,
pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja menetapkan penyesuaian/perubahan target
masing-masing indikator kinerja kegiatan guna selanjutnya dijadikan sebagai
tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel.
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LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO ) .SASAR-‘AN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi
1 Kebijakan dalam Penyelenggaraan (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) %
Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian
5 Tersedianya SDM Regulatolr Perkeretaapian Indeks Profesional ASN Nilai
yang Kompeten dan Profesional
3 Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi |Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Nilai
Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal [Elektronik Ditjen Perkeretaapian
4 Terwujudnya Dukungan Publik_terhadap Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai
Penyelenggaraan Perkeretaapian
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian Nilai
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang " ; 2 g s
5 Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Tingkst Pensarapan Manajerieir Risiks Sediban Nilai
: : Perkeretaapian
Pengendalian yang Memadai
Presentase Tindak Lanjut Temuan Auditor %
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian Nilai
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber
. Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
y Presentase Realsiasi Pendapatan Negara Bukan %
Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian ?
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Nilai
B Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan refsencianglan
Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen -

Perkeretaapian

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

<:.4._/>,

-

AMIN HUDAYA

NIP 197312311998031003
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